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Bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi 
bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai meskipun Pengadilan telah berusaha 
mendamaikan/menasehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim 

berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi 

sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo 

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa/ sakinah mawddah warrahmah. Namun dengan adanya fata 

diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak 

mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari 

pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-ananya, oleh karena itu keinginan 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;     

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan 

kaidah fikih:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil 

manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 

248 sebagai berikut:

فاءداثبت دعواهالدى القاضي ببينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء 

ممالايطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهم 

طلقها طلقة بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan  bukti yang 

diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami 
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membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak 

berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya 

dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka  Majelis Hakim  berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai 

dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu Gugatan Penggugat 

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap 

Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan 

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada 

Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan 

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa 

bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 

kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan 

untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan 

untuk itu;     

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap 

dipersidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menyatakan sah perkawinanPenggugat  dengan Tergugat  yang 

dilaksanakan pada tahun 2003 di Dusun Anak Dui / Lingkok Ratu Desa kesik 

Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;

4. Menjatuhkan talak satu bai’n sughra Tergugat  terhadap Penggugat  ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk 

mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan 

atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan 

perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 

Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu  rupiah).

     Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 05 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami HARUN JP, S.Ag.M.HI. 

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH. dan Drs. 

MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua 

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh 

para hakim Anggota serta NIM ZUHRI, BA. sebagai panitera pengganti dan 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

HARUN JP, S.Ag.M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH.                 Drs. MUTAMAKIN, SH.      
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    PANITERA PENGGANTI

Ttd

NIM ZUHRI, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran                              Rp..    30.000,-

2. Biaya Panggilan                                  Rp.  200.000,-

3. Biaya Proses                            Rp.    60.000,- 

4. Biaya Redaksi                                     Rp.  5.000,-

5. Meterai                                                Rp.  6.000,-

Jumlah                                                Rp..   301.000,-  
(tiga ratus satu ribu rupiah);
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